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Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kebijakan yang berbeda antara 

Indonesia dan Australia terhadap ganja medis. Ganja atau marijuana adalah salah 

satu jenis tumbuhan yang mengandung ratusan senyawa kimia yang dikenal 

menghasilkan efek candu bagi penggunanya. Maka dari itu penggunaan ganja 

dikriminalisasi penggunaanya di beberapa negara. Sejumlah peneliti kemudian 

menemukan bahwa ganja memiliki zat yang bermanfaat untuk penyakit tertentu 

seperti epilepsy, cerebral palsy, mual dan muntah pasca kemoterapi, dan kondisi 

medis lainnya. Zat itu adalah cannabidiol (CBD) dan tetrahydrocannabinol 

(THC).  Kedua zat ini dapat dimanfaatkan sebagai obat dengan dosis tertentu. 

Maka dari itu, sebagian negara kemudian mengubah kebijakan kriminalisasi yang 

sebelumnya diterapkan menjadi legalisasi atau legalisasi terbatas. Australia adalah 

salah satu negara yang mengubah kebijakan kriminalisasi menjadi legalisasi 

terbatas untuk tetap mengontrol peredaran ganja medis di negaranya. Berbeda 

dengan Indonesia yang sampai sekarang masih memberlakukan kebijakan 

kriminalisasi terhadap penggunaan ganja medis seperti yang tertulis dalam 

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  Hal ini menimbulkan 

perbedaan pendapat dari sekelompok orang khususnya keluarga pasien yang 

memerlukan ganja medis.  

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana kebijakan hukum pidana 

ganja medis diatur di Indonesia dan Australia serta mengetahui bagaimana 

kebijakan hukum pidana tentang ganja medis akan diatur di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian ini 

adalah perbandingan hukum yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. 

Penedekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan 

(statue approach), pendekatan konspetual (conceptual approach), dan pendekatan 

komparatif (comparative approach). Jenis dan sumber hukum yang digunakan 

adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dan 

pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan diolah dan 

dianalisis dengan metode silogisme, interpreatsi bahasa hukum dan kontruksi 

hukum dengan bentuk analogi hukum.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum positif Indonesia masih 

memberlakukan kebijakan kriminalisasi sepenuhnya terhadap ganja dan 

meletakkan ganja dalam daftar narkotika golongan I dan mengakibatkan ganja 

dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan. Kebijakan ini dterapkan 

karena kekhawatiran terkait kecanduan yang akan dihasilkan ganja dan akan 

membahayakan masyarakat Indonesia. Hasil selanjutnya adalah bahwa Australia 

mulai mengakui keberadaan ganja medis melalui amandemen Narcotic Drugs Act 

yang  mengizinkan budidaya serta memperoleh ganja untuk kebutuhan medis, 
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memproduksi ganja atau resin ganja untuk kebutuhan medis dan mengolah ganja 

sebagai obat yang sah menurut Therapeutic Goods Administration (TGA).  Salah 

satu faktor pendorong kebijakan ini adalah kisah salah satu penyintas epilepsy 

yang membutuhkan ganja medis. Perubahan kebijakan dimulai dari negara bagian 

yaitu Victoria yang kemudian mendorong legalisasi terbatas secara nasional pada 

tahun 2016. Legalisasi terbatas adalah jenis kebijakan yang melegalisasi suatu 

perbuatan dengan batasan batasan tertentu yang apabila batas itu dilanggar tetap 

akan dikenai sanksi pidana. Proses perubahan kebijakan ini diwarnai oleh 

perdebatan panjang oleh tiga kelompok yang mendefinisikan ganja secara 

berbeda-beda. Dalam memberlakukan kebijakan baru ini, Australia menyiapkan 

berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang yang mengatur tata cara 

mendapatkan ganja medis bagi pasien, menyediakan badan pengawas obat yang 

akan mengawasi peredaran obat termasuk ganja medis di Australia. Mengingat 

tidak semua produk ganja medis di Australia terdaftar dalam perizinan obat 

Australia maka mereka memberikan jalur skema khusus bagi pasien-pasien 

pengidap penyakit tertentu yang menginginkan ganja medis. Jalur ini dapat 

ditempuh pasien melaui dokter lewat tiga jalur yaitu Special Acces Scheme-A, 

special Access Scheme-B, dan Authorised Prescriber (AP). Mereka juga merevisi 

klasfikasi posisi ganja yang ada di Poisons Standard untuk menyesuaikan dengan 

kebijakan yang baru merepak tetapkan. Pelarangan penggunaan ganja medis di 

Indonesia ini menimbulkan perbedaan pendapat dari pasien dan keluarga pasien 

yang membutuhkan ganja medis untuk pengobatannya. Undang-Undang 

Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk kesehatan dinilai tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Karena hal tersebut 

uji materiil terhadap Undang-Undang Narkotika pernah dua kali dilakukan yang 

keduanya berujung pada penolakan. Alasan ditolaknya uji materiil ini juga karena 

ganja sebagai narkotika golongan 1 dianggap sebagai narkotika degan resiko 

paling tinggi dan belum adanya penelitian dan uji klinis yang komprehensif 

terhadap ganja medis. Pembacaan putusan disertai dengan rekomendasi untuk 

melakukan penelitian komprehensif terhadap potensi pengobatan oleh ganja. 

Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat diperlukan pembaharuan hukum yang 

proporsional dengan mempertimbangkan pelayanan kesehatan paliatif untuk 

penderita penyakit tertentu. Pembaharuan hukum yang disarankan perubahan 

golongan narkotika ganja menjadi golongan II. Dengan turunnya golongan 

narkotika ganja, maka ganja dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan namun 

juga tidak menghilangkan unsur kriminalisasinya apabila ada penyalahgunaan 

ganja diluar pelayanan kesehatan. Pembaharuan hukum ini disarankan dilakukan 

setelah melakukan penelitian yang komprehensif terkait potensi ganja medis serta 

uji klinis yang jelas untuk menjamin keamanan dan efikasi produk kepada 

masyarakat.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana sistem hukum 

Indonesia dan Australia dalam mengatur penggunaan ganja medis dan mencari 

tahu kebijakan hukum pidana apa yang proporsional untuk mengatur ganja medis 

di Indonesia.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif melalui 

pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, 

Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengenai penggunaan ganja 

medis. Aturan larangan penggunaan ganja sebagai obat terletak pada Undang-

Undang Narkotika yang mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I. 

Kedua, Australia memberikan aturan spesifik mengenai ganja medis mulai dari 

aturan budidaya, akses, serta penggunaannya. Regulasi tentang ganja medis di 

Australia diatur seketat mungkin guna memastikan ganja medis hanya dapat 

diakses oleh pasien yang membutuhkan dan tetap mengkriminalisasi 

penyalahgunaan ganja untuk rekreasi. Ketiga, Kebijakan hukum pidana terkait 

ganja medis dapat dibentuk dengan lebih proporsional dengan menggabungkan 

pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum pidana untuk tetap dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi fungsi hukum untuk melindungi 

masyarakat.   

Kata Kunci : Ganja Medis, Kebijakan hukum pidana, Narkotika, Perbandingan 

Hukum 
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